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ABSTRAK 

Manajemen personalia, di era otonomi daerah pada dasarnya telah mengalami 

pertumbuhan yang pesat, terutama dalam kasus penyusunan kebutuhan karyawan, 

bersama dengan proses pengadaan dan pengangkatan pegawai negeri sipil. Dalam 

mengembangkan kebutuhan karyawan, manajemen personalia penentuan persyaratan 

didasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja yang didasarkan pada kebutuhan 

prioritas daerah. Selain proses pengadaan dan pengangkatan PNS juga memuat 

ketentuan yang menempatkan sistem profesionalisme berdasarkan kemampuan masing-

masing calon PNS serta beberapa persyaratan kualifikasi untuk mengaktifkan PNS 

untuk dapat bersaing pengembangan dorongan dalam wilayah, disertai dengan gaji 

manajemen dan tunjangan didasarkan pada pengelolaan kebutuhan anggaran masing-

masing daerah. 

 

Kata Kunci: Pengelolaan Kepegawaian, Otonomi Daerah. 

 

ABSTRACT 

Personnel management in the era of regional autonomy in essence , has experienced 

rapid growth , especially in the case of the preparation of the needs of employees , 

along with the procurement process and the appointment of civil servants. In developing 

the needs of employees , management personnel requirements determination is based on 

job analysis and workload that is based on the priority needs of the region . Besides the 

procurement process and the appointment of civil servants has also contains a 

provision that puts the professionalism system based on the ability of each candidate 

civil servants as well as some of the qualification requirements to enable the civil 

servants to be able to compete boost development in the region , accompanied by the 

management salary and allowances are based on the management of the budget needs 

of each region.  
 

Keywords: Civil Servant Management, Local Autonomy. 
 

PENDAHULUAN 

Diawal era reformasi, semangat akan memperbaiki sendi-sendi kehidupan bernegara 

hadir melalui beberapa tuntutan yang mendasar, salah satunya yaitu tuntutan untuk 

memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan. 

Penerapan tersebut merupakan suatu keinginan yang kuat dari masyarakat untuk 

mengembangkan pemerintahan demokratis yang menuntut adanya ruang partisipasi publik 
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dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan, hal ini 

kemudian dijadikan alasan mendasar bagi pemerintah daerah untuk mengelola sebahagian 

kewenangan yang menjadi urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana 

yang dipahami didalam konsep desentralisasi. 

Desentralisasi, pada dasarnya merupakan pemberian sebahagian dari wewenang 

pemerintahan pusat kepada daerah dalam melaksanakan dan meyelesaikan urusan yang 

menjadi tanggung jawab kepentingan daerah yang meliputi: urusan umum pemerintahan, 

urusan penyelesaian fasilitas pelayanan, sosial, budaya, agama dan kemasyarakatan.
1
  

Keseluruhan urusan tersebut pada dasarnya sangat bergantung pada kemampuan aparatur 

daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, untuk itu dibutuhkan suatu upaya 

peningkatan kemampuan organisasional yang baik dalam perumusan pengambilan kebijakan 

publik yang disesuaikan dengan kondisi finansial daerah. 

Didalam pelaksanaannya, konsep disentralisasi yang dipahami oleh elite daerah terkesan 

jauh menyimpang dari ketentuan pelaksanaan yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerrintah 

daerah, hal ini dapat terlihat melalui proses sistem rekrutmen pegawai negeri sipil yang jauh 

dari harapan. Sistem rekrutmen pegawai negeri sipil yang telah berjalan, belum mampu 

menjaring calon pegawai yang berkualitas dan bermutu tinggi. Mutu dan kualitas pegawai 

yang dihasilkan dalam rekrutmen pegawai negeri masih jauh dari standar minimal, bahkan 

disebahagian daerah kewenangan yang dimiliki melalui peranan disentralisasi ini justru 

dimanfaatkan oleh elite daerah untuk mempertahankan kekuasaan dengan mengedepankan 

prinsip kekeluargaan dan kekerabatan dalam setiap proses rekrutmen. 

Proses pengangkatan yang mengedepankan prinsip nepotisme tersebut dinilai sebagai 

langkah mundur dari perbaikan reformasi birokrasi di daerah, dorongan untuk menciptakan 

suatu sistem pembenahan birokrasi melalui sistem merit pun mencuat hampir diseluruh  

daerah di Indonesia, secara sederhana, meritokrasi dapat dirumuskan sebagai suatu sistem 
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sosial yang menempatkan imbalan, kedudukan dan jabatan berdasarkan kemampuan atau 

kecakapan dan bukan berdasarkan faktor-faktor askriptif seperti kelas sosial, gender, 

kesukuan ataupun kekayaan seseorang, sistem ini memungkinkan terbentuknya suatu tatanan 

yang lebih profesional terhadap pola perkembangan dan pembinaan kinerja pegawai negeri di 

daerah. 

 

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL 

1) Teori Desentralisasi 

Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ”de” berarti lepas 

dan centrum berarti pusat. Desentralisasi dalam arti self government menurut Smith dalam 

Khairul Muluk
2
 berkaitan dengan adanya subsidi teritori yang memiliki self government 

melalui lembaga politik yang akan direkrut secara demokratis sesuai dengan batas 

yuridiksinya. 

Bachrul Elmi menyebutkan desentralisasi merupakan pemberikan sebagian dari 

wewenang pemerintahan pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan meyelesaikan urusan 

yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan. 

Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab daerah meliputi : urusan umum 

dan pemerintahan, penyelesaian fasilitas pelayanan dan urusan sosial, budaya, agama dan 

kemasyarakatan.
3
 

Jimly Asshiddiqie
4
 membagi tiga ajaran pembagian penyelenggaraan pemerintah negara, 

yakni: (1) ajaran rumah tangga materiil;(2) ajaran rumah tangga formil;dan (3) ajaran rumah 

tangga riil. Lebih lanjut ketiga ajaran rumah tangga ini dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie 

sebagai berikut: 

                                                           
2
 Smith , dalam Khairul Muluk, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah ,Bayumedia Publishing, Malang,2005, 

hlm. 8 
3
 Bachrul Elmi, Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia, Universitas Indonesia Press, 2002, hlm.7. 
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a) Ajaran rumah tangga materiil, untuk mengetahui yang manakah urusan yang termasuk 

rumah tangga daerah atau pusat. Urusan rumah tangga ini melihat materi yang 

ditentukan akan diurus oleh pemerintahan pusat atau daerah masing-masing. Dengan 

demikian pemerintah pusat dinilai tidak akan mampu menyelenggarakan sesuatu urusan 

dengan baik karena urusan itu termasuk materi yang dianggap hanya dapat dilakukan 

oleh daerah, atau sebaliknya pemerintah daerah tidak akan mampu menyelenggarakan 

suatu urusan karena urusan itu termasuk materi yang harus diselenggarakan oleh pusat. 

b) Ajaran rumah tangga formil, merupakan urusan rumah tangga daerah dengan 

penyerahannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan, sehingga hal-hal yang 

menjadi urusan rumah tangga daerah dipertegas rinciannya dalam undang-undang. 

c) Ajaran rumah tangga riil, yaitu urusan rumah tangga yang didasarka kepada kebutuhan 

riil atau keadaan yang nyata, dengan didasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaat 

yang sebesar-besarnya, sesuat urusan yang merupakan wewenang pemerintah daerah 

dikurangi karena urusan itu menurut keadaan riil sekarang berdasarka kebutuhan yang 

bersifat nasional.Akan tetapi sebaliknya suatu urusan dapat pula dilimpahkan kepada 

daerah untuk menjadi suatu urusan rumah tangga daerah, mengingat manfaat dan hasil 

yang akan dicapai jika urusan itu tetap diselenggarakan oleh pusat akan menjadi 

berkurang dan penambahan atau pengurangan suatu wewenang harus diatur dengan 

undang-undang atau peraturan peraturan lainnya. 

 

2) Teori Kewenangan 

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah 

Belanda “bevoegdheid”. Berdasarkan pendapat Henc van Maarseveen sebagaimana dikutif 

oleh Philipus M. Hadjon dalam Sadjijono, bahwa teori kewenangan, digunakan di dalam 

hukum publik yaitu, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu; 

pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh, ialah bahwa 
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penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku subjek hukum. Komponen 

dasar hukum bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen 

komformitas hukum mengandung adanya standar wewenang, yaitu itu standard umum (semua 

jenis wewenang), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Pada konsep 

wewenang pemerintahan (bestuursbevoegdheid), tidak semua komponen wewenang yang ada 

dalam hukum publik, karena wewenang hukum publik memiliki cakupan luas termasuk 

wewenang dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
5
 

Kewenangan berkaitan dengan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan 

dalam negara hukum. Menurut Hamid S Attamimi yang mengutip pendapatnya Van Wijk dan 

Konijnenbelt, didalam suatu negara hukum pada dasarnya dapat dikemukakan adanya 

wawasan-wawasan sebagai berikut:
6
 

a) Pemerintahan menurut hukum, dengan bagian-bagiannya tentang kewenangan yang 

dinyatakan dengan tegas tentang perlakuan yang sama dan tentang kepastian hukum; 

b) Perlindungan hak-hak azasi; 

c) Pembagian kekuasaan, dengan bagian-bagiannya tentang struktur kewenangan atau 

desentralisasi dan tentang pengawasan serta kontrol; 

d) Pengawasan oleh kekuasaan peradilan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa sarjana yang mengemukakan atribusi itu 

sebagai penciptaan kewenangan (baru) oleh pembentuk undang-undang (wetgever) yang 

diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru  untuk 

itu. Terhadap hal tersebut Philipus M.Hadjon
7
 menyatakan bahwa kalau dikaji istilah hukum 

secara cermat, ada sedikit perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah 

                                                           
5
 Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi , LaksBang Pressindo, yogyakarta, 2008, hlm. 

52. 
6
 A. Hamid Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Kurun Waktu Pelita I – Pelita 

IV, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 311. 

 
7
 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegheid), dalam Pro Justitia , Majalah 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan , Bandung, No.1 Tahun XVI, hlm. 90. 
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“bevoegdheid”. Perbedaannya terletak dalam karakter hukumnya. Istilah Belanda 

“bevoegdheid” digunakan baik dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum 

privat. Dalam hukum istilah wewenang atau kewenangan seharusnya digunakan selalu dalam 

konsep hukum publik. Philipus M. Hadjon, dkk
8
 berpendapat kewenangan yang berkaitan 

dengan suatu jabatan dapat ditinjau melalui tiga sumber yakni: atribusi, delegasi dan mandat 

yang keseluruhan akan melahirkan kewenangan (bevoegdheid, legal power, competence). 

Pelimpahan kewenangan dalam jabatan kenegaraan, menurut pendapat Suwoto 

Mulyosudarmo
9
 menggunakan istilah kekuasaan, karena kekuasaan dapat mencakup muatan 

lebih luas dari wewenang. Pada dasarnya pemberian kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu; kekuasaan yang bersifat atributif dan derivatif. Kekuasaan yang diproleh secara 

atribusi menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan, karena berasal dari keadaan yang 

belum ada menjadi ada yang menyebabkan adanya kekuasaan yang baru. Kekuasaan 

derivative adalah yang diturunkan atau diderivasikan kepada pihak lain. Pembentukan 

kekuasaan bisa terjadi pada saat yang bersamaan denga pembentukan lembaga yang 

memproleh kekuasaan dan bisa terjadi kemudian sesudah lahirnya lembaga atau badan.  

Menurut Henk van Maarseveen dalam Suwoto Mulyosudarmo
10

 bentuk pelimpahan 

wewenang kepada subyek hukum lain terdiri dari delegatie dan mandaat. Pendelegasian 

kekuasaan delegataris melaksanakan kekuasaan atas nama sendiri dengan tanggungjawab 

sendiri, yang disebut pelimpahan kekuasaan dan tanggungjawab. Tanggungjawab terdiri dari 

aspek internal dan eksternal. Pertanggungjawaban aspek internal hanya diwujudkan dalam 

bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan dan aspek eksternal adalah pertanggungjawaban 

terhadap pihak ketiga, apabila dalam pelaksanaan kekuasaan itu menimbulkan suatu derita 

atau kerugian sedangkan mandat merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan bagi pihak yang 

diberi mandat dalam melaksanakan kekuasaan dan tidak bertindak atas nama sendiri, tetapi 

                                                           
8
  Philipus M. Hadjon, dkk, Op.Cit.hal. 139-140. 

9
 Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan ,Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara, 

PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm.39. 
10

 Ibid. hlm.  42-44 
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atas nama pemberi kuasa (mandaat), sehingga penerima mandat tidak memiliki tanggung 

jawab sendiri. 

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini menurut H.D. Wijk /Willem Koninjnenbelt 

mendefinisikan sebagai berikut :
11

 

a) Atributie: toekenning van een bestuurrsbevoegdheid door een wetgever aan een 

bestuursorgaan; 

b) Delegatie: overdracht van een bevoelgdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander; 

c) Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoelgheid namens hem uitoefenen door een 

ander. 

Ketiga wewenang pemerintah tersebut di atas dapat diterjemahkan, bahwa atribusi 

adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ 

pemerintahan; delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ 

pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; mandat adalah terjadinya ketika organ 

pemerintahan mengijinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. 

Menurut Mustamin Daeng Matutu, lembaga hukum berupa mandate disebutkan bahwa 

penerima mandat (mandataris) itu sebenarnya tidak lebih dari bawahan/pelayan pemberi 

mandat yang berkewajiban melaksanakan keinginankeinginan pemberi mandat, yang didalam 

negara berkedaulatan rakyat tidak lain dari keinginan rakyat itu sendiri. Rakyatlah yang 

dipertuan, sedangkan mandatarisnya adalah pelayannya/bawahannya (untergeornet). Sebagai 

konsekuensinya ialah sang mandataris tidak sewajarnya menempuh kebijaksanaan dan 

menjalankan tindakan- tindakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat, tidak boleh 

bertindak merugikan rakyat baik lahir maupun batin.
12

 

                                                           
11

 H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt, Hoofdstrukken van administratief Recht ,Uitgeverij Lemma B.V, 1988, 

hlm.56. 
12

 Mustamin Daeng. Matutu, dkk, Mandat,Delegasi, Atribusi Dan Implementasinya di Indonesia, UII Press 

Yogyakarta, 2004, hlm. 112. 
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Begitu pula mengenai istilah delegation (pendelegasian) hukum publik, Heinrich Trieple 

dalam Mustamin Daeng.Matutu, dkk,
13

 memberikan definisi sebagai berikut: 

“Unter Delegation im Sinne des offenliche Rachtverstehen order gemeindliehen 

Zustandigkeit, also der Staat, die Gemeinde selbstorder einen der Staats, der 

Gemeindeorgane seine Kompetenz ganz oder zum Teil auf ein anderes subjekt ubertag”.  

(Dengan pendelegasian dalam pengertian hukum publik dimaksudkan tindakan hukum 

pemangku sesuatu wewenang kenegaraan, jadi negara atau kotapraja menyerahkan 

kompetensinya, seluruhnya atau sebagiannya, kepada suatu subjek lain). 

 

Menurut Mustamin Daeng Matutu,dkk,
14

 yang pada intinya menjelaskan bahwa istilah 

delegasi disebutkan pendelegasian yang diartikan pergeseran kompetensi, yaitu pihak yang 

mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya, 

kemudian yang menerima pendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sehingga 

pendelegasian berlaku di dalam organisme negara atau kotapraja, maka pendelegasian itu 

biasanya berarti perluasan lingkungan suatu jabatan. 

Pendelegasian menurut Heinrich Trieple dalam Mustamin Daeng Matutu, dkk 

membedakan pendelegasian dengan mandat. Pendelegasian menimbulkan pergeseran 

kompetensi, sedangkan mandat membiarkan hak-hak jabatan, pengaturan kompetensi yang 

telah ada mendahului mandat, tidak diusik-usik. Mandat itu dapat berupa opdraht (suruhan) 

kepada suatu alat perlengkapa (organ) untuk melaksanakan kompetensinya sendiri, maupun 

berupa tindakan hukum oleh pemegang suatu wewenang memberikan kekuasaan penuh 

(volmach) kepada sesuatu subjek lain untuk melaksanakan kompetensi atas nama si pemberi 

mandat dan pemberi mandat tidak kehilangan kompetensinya. Pada delegation terjadi bahwa 

si penerima delegasi melaksanakan wewenangnya yang telah diperbesar yang bekerja atas 

namanya dan tanggungjawabnya sendiri.
15

 

Berdasarkan uraian dari van Wijk Konijnenbelt, bahwa atribusi merupakan wewenang 

pemerintahan yang di dasarkan pada wewenang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan.Sedangkan menurut Daeng Matutu,dkk menyatakan bahwa, atribusi merupakan 

                                                           
13

  Ibid hlm.63. 
14

 Ibid 
15

 Ibid , hlm 64-65. 
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pendistribusian wewenang kepada pelbagai organ negara di dalam konstitusi. Kedua pendapat 

tersebut yaitu van Wijk Konijnenbelt didasarkan atas peraturan perundang-undangan, 

sedangkan Daeng Matutu,dkk menekankan pada pemberian wewenang didasarkan kepada 

konstitusi. Delegasi menurut Wijk Konijnenbelt adanya pelimpahan dari organ pemerintahan 

kepada organ pemerintahan lainnya, sedangkan Daeng Matutu,dkk adalah penyerahan atau 

penggeseran kewenangan dari satu ke lain organ, dengan kewenangan berinisiatif maupun 

untuk mengatur. Delegasi menurut van Wijk Konijnenbelt diserahkannya kewenangan kepada 

organ secara bebas tanpa ada hal untuk bernisiatif maupun mengatur, sedangkan Daeng 

Matutu,dkk adanya inisiatif dan mengatur kepada organ yang menerima penyerahan. Dengan 

demikian delegasi menurut Daeng Matutu,dkk memberikan keleluasaan kepada organ yang 

diserahi wewenang. Sedangkan Mandat menurut van Wijk Konijnenbelt menekankan 

pemberian ijin dari organ yang memiliki kewenangan, sedangkan menurut Daeng Matutu,dkk, 

adanya hubungan antara hubungan antara pemberi mandat kepada penerima mandat, dimana 

penerima mandat mengikuti kewenangan dari pemberi mandat, dengan tidak boleh mengambil 

kebijakan-kebijakan yang merugikan pemberi mandat. Dengan demikian antara van Wijk 

Konijnenbelt dan Daeng Matutu, dkk mandat adanya kewenangan secara hierarki dalam inter 

organ pemerintahan dengan atas namanya. Sedangkan van Wijk Konijnenbelt menekankan 

mandat pada adanya ijin dari organ pemerintahan, sedangkan Daeng Matutu, dkk menekankan 

mandat yaitu penerima mandate berkewajiban melaksanakan keinginan pemberi mandat, 

dengan tidak menempuh kebijakan yang merugikan pemberi mandat.  

 

3) Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia 

Abdurrahmat Fathoni dalam Akhmad Subekhi berpendapat bahwa manajemen sumber 

daya manusia (SDM)  terdiri empat suku kata yaitu manajemen, sumber, daya, manusia, 

keempat suku kata terbukti tidak sulit untuk dipahami artinya, dimaksudkan dengan 
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manajemen sumber daya manusia adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen 

terhadap daya yang bersumber dari manusia.
16

 

Tugas utama  manajemen SDM adalah untuk mengelola unsur manusia secara baik agar 

diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. Oleh karena itu, tugas manajemen SDM 

dapat dikelompokkan atas dua fungsi yaitu: (1) fungsi manajerial: perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian; dan (2) fungsi operasional:  pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. 

Sadili Samsudin berpendapat bahwa manajemensumber daya manusia terdiri dari 

serangkaian kebijakan yang terintegrasi tentang hubungan ketenagakerjaan yang 

mempengaruhi orang-orang dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan 

aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat 

didayagunakan secara efektif dan efisien guna mencapai berbagai tujuan.Konsekuensinya, 

manajer-manajer di semua lapisan organisasi harus menaruh perhatian yang besar terhadap 

pentingnya pengelolaan sumber daya manusia.
17

 

Sebagai faktor pertama dan utama proses pembangunan, SDM selalu menjadi subjek dan 

objek pembangunan. Proses administrasi pun sangat dipengaruhi oleh manajemen sumber 

daya manusia, ada empat macam klasifikasi sumber daya manusia sebagaimana dikemukakan 

oleh Ermaya dalam Akhmad Subekhi:
18

 

a) Manusia atau orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk menempatkan, 

mengendalikan dan mengarahkan pencapaian tujuan yang disebut administrator.  

b) Manusia atau orang-orang yang mengendalikan dan memimpin usaha agar proses 

pencapaian tujuan yang dilaksanakan bisa tercapai sesuai rencana disebut manajer. 
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c) Manusia atau orang-orang yang mempengaruhi syarat tertentu, diangkat langsung 

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing atau jabatan 

yang dipegangnya. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya 

manusia merupakan totalitas rangkaian kegiatan yang saling mendukung, terpadu dan 

berkesinambungan untuk pendayahgunaan, pemberdayaan, serta pengembangan SDM sebagai 

objek dan subjek yang merupakan input, melalui fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai 

tujuan sebagai output yang telah ditentukan. 

 

4) Konsep Manajemen Kepegawaian 

Manajemen Personalia atau Manajemen Kepegawaian, sebenarnya adalah merupakan 

alih bahasa dari kata: “Personnel Management”. Sebenarnya ada istilah lain yang seringkali 

dianggap mempunyai pengertian yang sama atau hampir sama dengan Personnel 

Management, yaitu Manpower Management (Manajemen Sumber Daya Manusia), Personil 

Administration, Labour Management, Industrial Relation dan sebagainya. 

Alex S. Nitisemito berpendapat bahwa Manajemen Personalia adalah suatu ilmu seni 

untuk melaksanakan antara lain planning, organizing, controlling, sehingga efektivitas dan 

efisiensi personalia dapat ditingkatkan semaksimal mungkin dalam pencapaian tujuan.
19

 

Sedangkan M. Manullang mendefinisikan bahwa Manajemen kepegawaian (personnel 

management) adalah seni dan ilmu perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan tenaga kerja 

untuk tercapainya tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan adanya kepuasan hati 

pada diri para pegawai.
20

 

Manajemen kepegawaian pada dasarnya  merupakan totalitas rangkaian kegiatan yang 

saling mendukung, terpadu dan berkesinambungan untuk mendapatkan tenaga-tenaga pegawai 
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yang cakap dan mampu bekerja menurut kebutuhan instansi/lembaga, organisasi, 

menggerakan mereka untuk tercapainya tujuan, memelihara dan mengembangkan kecakapan 

serta kemampuan pegawai untuk mendapatkan prestasi kerja yang sebaik-baiknya. 

 

PEMBAHASAN 

1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai Negeri dalam Penyesuaian Kebutuhan Daerah 

Pengelolaan  kepegawaian di Indonesia, pada dasarnya telah mengalami pasang surut 

pengaturan baik pada masa orde baru  hingga era  reformasi yang menempatkan peranan 

otonomi daerah sebagai salah satu solusi percepatan pertumbuhan pembangunan melalui 

pengelolaan kepegawaian dengan peningkatan sumber daya manusia di daerah. Pada masa 

pemerintahan orde baru tatanan birokrasi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh peranan 

sentralistis dan otoritarian dari pemerintah pusat kedaerah, ini tercermin dari kebijakan yang 

telah di bentuk oleh pemerintah pusat kepada daerah, khususnya yang berkaitan dengan  

sistem pengelolaan kepegawaian.  

Pada tahun 1998, gejolak untuk melaksanakan reformasi di Indonesia memberikan 

warna baru bagi sistem reformasi kepegawaian di Indonesia, hal ini ditandai dengan 

penerapan UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  yang menggantikan  

pengaturan yang telah diatur sebelumnya yakni UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian dengan mengedepankan konsep manajemen kepegawaian berbasis kompetensi 

dasar dan prestasi kerja bagi pegawai negeri sipil baik pusat dan daerah.  

Pada era otonomi daerah, peranan pemerintahan daerah dalam mengatur serta mengurus 

urusan pemerintahan, tidak hanya diarahkan pada proses perencanaan pembangunan semata, 

spirit untuk memperbaiki sistem birokrasi pun mencuat di hampir seluruh daerah di Indonesia, 

hal ini ditandai dengan proses rekrutmen pegawai negeri sipil di masing-masing provinsi di 

Indonesia. Proses rekrutmen tersebut pada dasarnya berkaitan erat dengan proses perencanaan 

kebutuhan pegawai negeri yang disertai dengan proses perencanaan analisa yang berkaitan 
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dengan faktor-faktor penentuan jumlah, susunan pangkat serta kualitas Pegawai Negeri Sipil 

yang diperlukan oleh satuan organisasi negara.
21

  Salah satu faktor yang paling dominan 

didalam proses perencanaan kebutuhan pegawai adalah ketersediaan sumber daya manusia 

yang didukung dengan kemampuan pengelolaan manajemen yang meliputi proses 

perencanaan, pengorganisasiaan, kepemimpinan dan pengendalian. 

Proses pengelolaan manajemen pada dasarnya sudah diatur didalam pengaturan 

kepegawaian yang berkaitan dengan pembinaan PNS yang terdapat didalam Undang-Undang 

Pokok Kepegawaian yang didasarkan pada penilaian sistem karir dan prestasi kerja. Didalam  

UU No. 43 Tahun 1999 jo UU No. 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian 

disebutkan  beberapa upaya peningkatan kemampuan manajemen pegawai negeri sipil, antara 

lain; efesiensi, efektifitas, profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban. 

Adapun yang menjadi cakupan kewajiban meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan, 

kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahtraan dan pemberhentian.  

Didalam Pasal 13 ayat (1) UU pokok-pokok kepegawaian disebutkan bahwa kebijakan 

manajemen PNS mencakup beberapa hal yaitu; penetapan norma standar, prosedur, formasi, 

pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya PNS, pemindahan, gaji, tunjangan, 

kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban dan kedudukan hukum. Penjelasan tersebut 

kemudian sinkron dengan pelaksanaan aturan Pemerintahan Daerah.  Didalam UU No. 32 

Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa  pengelolaan kepegawaian 

daerah sekurang-kurangnya harus memuat beberapa ketentuan yang telah diatur didalam UU 

Pokok Kepegawaian  meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, 

pendidikan/pelatihan, penggajian, pemberhentian, pensiun, pembinaan, kedudukan, hak, 

kewajiban, tanggungjawab, larangan, sanksi, dan penghargaan. 

Pengelolaan kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam 

kepegawaian nasional. Dalam Pasal 129 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
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Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen 

pegawai negeri sipil daerah dalam  satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri 

sipil secara nasional. Ketentuan tersebut kemudian dilanjutkan kedalam  Pasal 129 ayat (2) 

yang menjelaskan bahwa manajemen pegawai negeri sipil daerah meliputi penetapan formasi, 

pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, 

kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum, pengembangan kompetensi dan 

pengendalian jumlah. Baru kemudian pada pasal 135 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan 

dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat 

nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh gubernur.  

Didalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan erat dengan 

pengelolaan kepegawaian didaerah, hal ini disebabkan oleh beberapa persoalan, pertama, 

persoalan pelaksanaan desentralisasi yang berkaitan dengan permasalah pengelolaan keuangan 

daerah yang berdampak pada pengurangan belanja pembangunan yang diakibatkan oleh 

pengalokasian Dana Alokasi Umum  untuk belanja pegawai. Kedua, belum terdapatnya 

sejumlah peraturan yang dapat mengimplementasikan keinginan dari UU Pokok-Pokok 

Kepegawaian terutama dalam hal perpaduan antara sistem prestasi kerja dan sistem karir, 

ketiga belum optimalnya kinerja dari Komisi Kepegawaian Negara yang hanya memfokuskan 

aspek administratif pengelolaan manajemen PNS. 

Ditinjau dari perspektif kelembagaan, pengelolaan kepegawaian di Indonesia memiliki 

tumpang tindih pengelolaan, baik ditingkat pusat maupun daerah hal ini disebabkan oleh ego 

sektoral antara Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Nasional, 

Lembaga Administrasi Negara dan Departemen Dalam Negeri, Akibatnya, kebijakan-

kebijakan yang dikeluarkan instansi tersebut sering tidak sinkron, khususnya mengenai 

petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan. 

Permasalahan lain yang sering timbul, yakni menyangkut tingkat kesejahtraan pegawai 

yang relatif sangat rendah, hal ini berdampak pada kinerja dari Pegawai Negeri Sipil dalam 
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pencapaian target yang ditentukan, rendahnya kinerja tersebut juga disebabkan oleh belum 

jelasnya job description dari masing-masing kelembagaan kepada pegawai negeri sipil. Dalam 

konteks perencanaan kebutuhan, umumnya pemerintah daerah belum memiliki peta kebutuhan 

PNS yang jelas seperti konsep manpower planning, perencanaan kebutuhan yang selama ini 

terjadi didasarkan pada usulan pengajuan daerah kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur 

Negara untuk mendapatkan penetapan formasi.   

Proses rekrutmen pegawai negeri sipil selama ini dinilai tidak mampu menjawab 

persoalan kebutuhan di daerah, hal ini dapat dilihat pada ketidakcermatan dalam penghitungan  

jumlah dan kualifikasi PNS yang dibutuhkan. Persoalan ini tentu memiliki konsekuensi pada 

ketersediaan anggaran yang diperuntukkan untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri di 

masing-masing daerah, belum lagi dengan tambahan tenaga honorer di daerah yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah sebagai upaya penambahan tenaga kepegawaian di daerah. 

Dalam perkembangannya, pengelolaan kepegawaian yang berkaitan dengan kebutuhan 

pegawai dalam  upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, mulai mendapatkan 

perhatian serius dari pemerintah pusat, setelah lahirnya aturan regulasi baru yang berkaitan 

dengan kepegawaian melalui  UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hal ini 

terlihat dari model perekrutan yang didasarkan pada aspek prestasi, kompetensi, keahlian 

maupun pengalaman dengan mengedepankan sifat spoil system yang mengeleminasikan 

hubungan patrimonial antara elit daerah dengan calon pegawai negeri sipil, hal ini  

dimaksudkan untuk menjamin kualitas lulusan pegawai negeri sipil dalam mendukung kinerja 

birokrasi pemerintahan dimasa yang akan datang. 

Reformasi birokrasi yang menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik, 

menghendaki adanya suatu sistem transparansi dengan mengedepankan prinsip keterbukaan 

dalam setiap tahapan proses perekrutan di daerah. Ini dilakukan sebagai upaya untuk 

menciptakan suatu kinerja birokrasi yang bersifat terbuka dan transparan dalam 

menyampaikan informasi dan data yang akurat kepada masyarakat tentang mekanisme seleksi 
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mulai dari masa pendaftaran hingga pengumuman hasil ujian, sehingga masyarakat 

diharapkan dapat memberikan penilaian yang lebih objektif dan rasional terhadap kinerja 

birokrasi pemerintahan. 

Didalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera disebutkan bahwa dalam 

hal penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai setiap instansi pemerintah wajib menyusun 

kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. 

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dimaksud dilakukan untuk jangka waktu 

5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.  Kemudian 

berdasarkan penyusunan kebutuhan ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara 

nasional, sehingga penetapan jumlah kebutuhan pegawai di daerah lebih seragam.  

Pada dasarnya konsep otonomi daerah ditujukan untuk mempercepat proses 

pembangunan dalam mewujudkan pemerataan kesejahtraan. Utrecht dalam pandangannya 

pernah menyatakan bahwasanya untuk mewujudkan negara kesejahtraan welfarestate 

pemerintah diberi tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum, seperti kesehatan 

rakyat, pengajaran, perumahan, pembagian tanah, dan sebagainya, karena kepentingan-

kepentingan itu telah menjadi kepentingan umum.
22

 Berdasarkan argumentasi tersebut, 

pencapaian target dari aparatur negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 

sangatlah diperlukan, untuk itu proses perencanaan kebutuhan pegawai negeri haruslah 

disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu sendiri, sehingga keseluruhan target dapat tercapai.  

 

2)  Proses Pengadaan/Pengangkatan yang Ideal Menurut Perspektif Otonomi Daerah 

Proses pengadaan/pengangkatan pegawai negeri sipil  pada dasarnya berkaitan erat 

dengan proses rekrutmen formasi yang ditetapkan oleh pemerintah, didalam proses ini jumlah 
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dan susunan pangkat pegawai negeri sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk 

jangka waktu tertentu didasarkan pada jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
23

 

Jumlah dan susunan pangkat tersebut ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dengan memperhatikan pendapat pimpinan Departemen/Lembaga yang 

bersangkutan. Jumlah ini disesuaikan dengan beban kerja yang dipikul dari suatu organisasi. 

Untuk menetapkan formasi tersebut diperlukan suatu analisa kebutuhan pegawai negeri sipil 

secara logis dan teratur dari segala faktor-faktor yang ditentukan dalam menentukan jumlah 

dan susunan pangkat serta kualitas pegawai negeri dengan mempertimbangkan tujuh faktor 

yang mempengaruhi penetapan formasi yaitu; jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan 

beban kerja dan perkiraan kepasitas seseorang pegawai negeri sipil dalam jangka waktu 

tertentu, prinsip pelaksanaan pekerjaan, jenjang dan jumlah pangkat dan jabatan yang tersedia 

dalam satuan organisasi yang bersangkutan, peralatan yang tersedia, hingga kemampuan 

keuangan negara. 

Dasar hukum pengadaan pegawai negeri sipil diatur didalam Pasal 16 UU No. 8 tahun 

1974 dan PP No. 6 tahun 1976 tentang pengadaan pegawai negeri sipil, didalam 

pengaturannya disebutkan pengadaan pegawai negeri sipil ditujukan untuk mengisi formasi 

dengan mempertimbangkan pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan dengan persamaan hak 

dan kesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil, serta harus melalui serangkaian proses 

percobaan sebelum dilakukan pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil.  

Pengadaan pegawai negeri sipil merupakan suatu proses pengisian formasi yang lowong, 

setidaknya ada dua penyebab lowongnya formasi, yaitu pertama, adanya pegawai negeri sipil 

yang berhenti baik yang telah sampai usia pensiun, diberhentikan atau meninggal dunia, 

kedua, adanya perluasan organisasi. 

Prosedur pengadaan pegawai  negeri pada dasarnya telah diatur didalam surat edaran Ka. 

BAKN No. 05/SE/1976 yang terdiri dari empat tahap, yaitu tahap pengumuman, tahap 
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mengajukan lamaran, tahap penyaringan, dan tahap penerimaan. Setelah keseluruhan prosedur 

tersebut terpenuhi selanjutnya calon pegawai negeri tersebut diarahkan kepada proses 

pengangkatan setelah melalui proses tahapan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 tahun 

atau paling lama 2 tahun sejak berlakunya SK pengangkatan calon pegawai negeri sipil.  

Pelaksanaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil, kemudian diarahkan kepada 

pelatihan prajabatan yang diwajibkan kepada para calon pegawai negeri sipil. Latihan 

prajabatan tersebut terdiri dari 3 tingkatan yaitu tingkatan I untuk golongan I, tingakatan II 

untuk golongan II, dan tingkatan III untuk golongan III dan golongan IV. Setelah keseluruhan 

proses tersebut dijalankan oleh calon pegawai negeri sipil baru kemudian dilakukan 

penangkatan melalui sumpah/janjji pegawai negeri sipil sebagaimana yang tersirat didalam 

Pasal 26 UU No. 8 Tahun 1974. Sumpah/janji yang diucapkan calon pegawai negeri sipil 

ditujukan sebagai salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan secara 

bertanggung jawab. 

Diera otonomi daerah, pengadaan/pengangkatan pegawai negeri adalah suatu hal yang 

sangat penting. Mengingat ketersediaan jumlah pegawai daerah sebagai pendukung 

terlaksananya program dan target yang dimiliki oleh masing-masing daerah, pengadaan dan 

pengangkatan tersebut terlebih dahulu disesuaikan dengan analisis kebutuhan pegawai, baik 

analisis jabatan maupun beban kerja yang diperlukan oleh satuan pemerintahan daerah. Untuk 

itu dibutuhkan beberapa pertimbangan yang ideal dalam menetapkan pengadaan dan 

pengangkatan kepegawaian didaerah, adapun beberapa pertimbangan tersebut antara lain: 

Pertama, pemerintah daerah harus memiliki perancanaan yang ideal seperti master plan 

kepegawaian yang disusun secara berjenjang mulai dari unit organisasi pemerintah 

kabupaten/kota, provinsi, hingga instansi vertical diatasnya dengan didasari pada 

pertimbangan kualitas PNS yang dibutuhkan, selanjutnya peningkatan kompetensi melalui 

pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh PNS, serta penganggaran yang dibutuhkan 

untuk gaji, tunjangan dan pengembangan pegawai. Kedua, dalam hal promosi  posisi yang 
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diembankan kepada pegawai negeri sipil harus melalui serangkaian uji kompetensi seperti fit 

and proper test. 

Ketiga, dalam hal pengembangan pola karir, seorang pegawai negeri haruslah 

dipertimbangkan pengalaman kerjanya hingga prestasi kerja yang telah dicapainya melalui 

penilaian yang dilakukan oleh atasannya. Keempat, pemberiaan reward and punishment, 

dengan menunjukkan kinerjanya baik dalam hal peningkatan kualitas sumberdaya manusia 

dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah dengan pemberian penghargaan kepada 

pegawai yang berperestasi, dan bagi yang tidak menunjukkan prestasi kerjanya harus 

diberikan punishment dengan mempertimbangkan pelanggaran aturan yang telah 

dilakukannya.    

 

3) Gaji dan Tunjangan  

Dalam mewujudkan etos kerja yang baik, seseorang pegawai negeri harus didukung 

dengan pemenuhan hak yang baik, salah satunya dengan pemberian gaji dan tunjangan. Gaji  

merupakan sarana pokok dalam peradaban modern yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

fisik manusia beserta kebutuhan sampingan lainnya. Dengan demikian, gaji merupakan 

insentif atau pendorong semangat kerja yang akan sangat efektif di dalam setiap organisasi, 

baik organisasi publik maupun organisasi swasta. 

Didalam suatu kutipan buku yang berjudul managing Through Incentives, McKenzie dan 

Lee
24

 menggambarkan, seberapa pentingnya gaji atau insentif terhadap pola kerja pegawai, dia 

berpendapat One of the more important reasons incentives matter within firms is that firms 

are collections of workers whose interests are not always aligned with the interests of the 

people who employ them, that is, the owners. The principle problem facing the owners is how 

to get the workers to do what the owners want them to do. The owners could just issue 

directives, but without some incentive to obey the directives, nothing may happen.  Tafsir 

                                                           
24

 McKenzie, Richard B. & David R. Lee, Managing Through Incentives,Oxford University Press, New York, 

1998, hlm. 11. 
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bebas terhadap peristilahan tersebut pada intinya menyebutkan, insentif yang berbentuk gaji 

atau tunjangan itu sangat penting karena di dalam organisasi modern ia merupakan sarana 

yang paling efektif untuk menyatukan kepentingan. Seseorang dapat bekerjasama dengan 

orang lain secara berkelompok bukan hanya karena mereka suka bersosialisasi tetapi karena 

pada dasarnya orang-orang tersebut punya kepentingan yang sama, yaitu mendapatkan insentif 

yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Persoalan gaji dan insentif bukan lah hal yang baru dalam dunia kepegawaian, sejak 

awal pengangkatan calon pegawai negeri menjadi pegawai negeri sipil pengaturan mengenai 

gaji telah diatur didalam undang-undang pokok-pokok kepegawaian. Didalam Pasal 7 UU No. 

43 Tahun 1999 jo UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan 

bahwa; setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan 

beban pekerjaan dan tanggung jawabnya. Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus 

mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya. Gaji tersebut merupakan balas 

jasa dan penghargaan negara atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan.  

Pada umumnya sistem penggajian dapat digolongkan dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem 

skala tunggal dan sistem skala ganda. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang 

memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang 

memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. 

Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja 

didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi 

kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Selain kedua sistem 

penggajian tersebut dikenal juga sistem penggajian ketiga yang disebut sistem skala 

gabungan, yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. 

Dalam sistem skala gabungan, gaji pokok ditentukan sama bagi Pegawai Negeri yang  

berpangkat sama, di samping itu diberikan tunjangan kepada Pegawai Negeri yang memikul 
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tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang 

sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus menerus. 

Dalam  hal pembagian wilayah kerja kepegawaian, baik kepegawaian yang berada pada 

tingkatan pusat dan daerah, kedunya memiliki sumber pendanaan gaji yang berbeda, untuk 

Pegawai Negeri Sipil Pusat gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, 

Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah 

Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk 

menyelenggarakan tugas negara lainnya. Sedangkan untuk kepegawaian daerah gajinya 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah 

Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya. 

Namun, yang uniknya adalah apabila kita merujuk pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU 

No. 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa : “Yang dimaksud dengan gaji yang adil dan layak 

adalah bahwa gaji Pegawai Negeri harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, 

sehingga Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat memuaskan perhatian, pikiran, dan 

tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.  

Persoalan layak tidaknya gaji seorang pegawai sangat bergantung pada posisi pangkat 

dan jabatan dari pegawai itu sendiri, mengartikan arti adil sangatlah sulit, hal ini dikaren akan 

masing-masing daerah memiliki kesulitan dan kerumitan yang berbeda-beda, belum lagi 

dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang menuntut untuk dilakukannya kebijakan sepihak 

dari pemerintah daerah untuk menaikkan gaji tunjangan dari masing-masing pegawai negeri di 

daerah, hal ini tetap akan berdampak pada pola pikir dan perilaku dari masing-masing 

pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Apabila yang menjadi 

patokannya adalah beban kerja maka sudah selayaknya para pegawai tersebut dibedakan 

dalam hal tunjangan dan insentif pendapatannya, namun apabila peningkatan tunjangan hanya 

disebabkan oleh pertimbangan politis dari para elit daerah tentu akan semakin menambah 
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disparitas penghasilan dari masing-masing pegawai negeri didaerah, untuk itu masing-masing 

daerah dirasa perlu untuk memperimbangkan pengadaan/pengangkatan hingga yang 

menyangkut dengan kebutuhan pegawai harus disesuaikan dengan anggaran pembelajaan 

pemerintahan sehingga masing-masing daerah dapat lebih effesien dalam menggunakan 

anggaran dan lebih tepat sasaran karena keseluruhan permasalahan sudah terlebih dahulu 

dipertimbangkan sehingga pola penggajian kepada pegawai negeri akan semakin lebih baik 

dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. 

 

KESIMPULAN 

Pengelolaan kepegawaian pada era otonomi daerah pada dasarnya, telah mengalami 

perkembangan yang sangat pesat, terutama dalam hal penyusunan kebutuhan pegawai yang 

disertai dengan proses pengadaan serta pengangkatan pegawai negeri sipil. Dalam hal 

penyusunan kebutuhan pegawai, pengelolaan penetapan kebutuhan pegawai didasari pada 

analisis jabatan dan beban kerja yang disusun berdasarkan prioritas kebutuhan daerah. 

Disamping itu pada proses pengadaan dan pengangkatan pegawai negeri sipil juga telah 

terdapat pengaturan yang mengedepankan sistem profesionalitas yang didasari oleh 

kemampuan masing-masing calon pegawai negeri sipil serta beberapa kualifikasi persyaratan 

yang memungkinkan pegawai negeri sipil tersebut untuk bisa berkompetisi meningkatkan 

pembangunan di daerah dengan disertai pengelolaan gaji dan tunjangan yang  didasari pada 

pengelolaan kebutuhan anggaran masing-masing daerah. 
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